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The law states that if a person has an excess of absent land then the land must be released or the sanction 
will be imposed. In fact, although this prohibition applies, the ownership or control of agricultural land in 
absente or drags is found in many sub-districts in kendal district, in the kendal district, there are many 
owners of agricultural land owned by persons or legal entities that are not only outside the kecamatan but 
sometimes Outside areas such as, Semarang city, and even those who are domiciled outside the province. 
The problems studied in this study are as follows: (1) how the concept of transition of absente land rights 
due to the heirs whose domicile heirs are outside the district area, (2) how the legal protection for the heirs 
of absente land owners who live outside District area. 
This study uses empirical juridical approach, empirical juridical approach in this research means that in 
analyzing the problem is done by combining legal materials (which is secondary data) with primary data 
obtained in the field. 
The results of this study indicate the following: (1) The ownership of Asbsentee land rights due to 
inheritance issues the right to the heirs to obtain the rights to the absentee land, and for the transition of 
absentee land to legal certainty, (2) Protection for the heirs of land owners Absentees residing outside the 
sub-district may occur if the inheritance has been in accordance with the legislation in the true sense of 
being the heir of the absentee landowner and the heirs residing outside the sub-district work on their own 
farmland. 




UU APokok AAgraria (UU ANomor 5 
ATahun1960) Amerupakan salah satu hukum 
Aprodak Anasional Ayang memiliki Adua Amakna 
Adalam Atema penataan reformasi Aagraria, 
Ayakni (i) tidak Aberlakunya lagi Ahukum agraria 
Akolonial,dan (ii) tonggak atas Apembangunan 
Ahukum agraria nasional. AUndang-undang Pokok 
Aagraria Nomor 5 ATahun1960 atau Ayang familar 
Adisebut AUUPA ini, juga Amerupakan Aundang-
undang Ayang memberlakukan Areformasi 
Aagraria dengan Aditandai AadanyaA panca 
programA reforma agrariaAIndonesia, terutama 
program Aketiga Ayakni tentangAperombakan 
Apemilikan dan penguasaan atas tanah serta 
hubungan hukum Ayang berkaitanAdengan 
penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan 
kemakmuran Adan keadilan, Ayang dikenalA 
sebagai landreform. 
AKeterkaitan UUPA Adengan landreform 
tergambarkan Ajelas pada muatannya, Amulai dari 
menimbang hingga Apenjelasan AUUPA, Apasal 1 
sampai Apasal 19 Amaupun Aketentuan konversi.1 
Secara Aumum, Amateri UUPA yang Asangat Aerat 
Aterkait Alandreform Aadalah Apasal 7 Ayang 
membatasi pemilikan dan Apenguasaan tanah, 
                                                          
1 P Parlindungan, Landreform Indonesia Suatu 
Perbandingan, Alumni, ABandung, 1987, hal. 14. 
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Apasal 10 yang Amengatur tanah pertanian wajib 
Adikerjakan Asendiri secara Aaktif, dan pasal 17 
menetapkan batas maksimum luas Apemilikan 
Atanah. 
PasalA 10 AUndang-Undang No. 5 ATahun 
1960 ATentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria Ayang Adikenal Adengan AUndang-Undang 
Pokok agraria  (UUPA) AdisebutkanAbahw  
“Setiap orang dan badan hukum yang 
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian 
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau 
mengusahakan sendiri secara aktif, dengan 
mencegah cara-cara pemerasan”.2 
Secara Aprinsip Apasal ini menghendaki 
Apemilik tanah Apertanian untuk Amengerjakan 
Aatau Amengusahakan Asendiri Atanahnya Adan 
masih diperbolehkan Amenggunakan Atenaga 
buruh Atetapi harus Adicegah praktek yang dapat 
Amenimbulkan Akerugian Asepihak. ALangkah 
Apertama ke arah pelaksanaan Aasas tersebut, 
Aberarti Abahwa pemilik Atanah pertanian wajib 
mengerjakan Aatau Amengusahakannya Asendiri 
secara Aaktif, maka diadakanlahAketentuan untuk 
Amenghapuskan Apenguasaan Atanah pertanian 
secara AabsenteeAatau dalam bahasa Asunda 
dikenal Adengan sebutan Aguntai.3 
APeraturan pelaksanaan Adari UUPA yang 
Amengatur Amengenai pemilikan tanah Asecara 
AabsenteeAdiatur dalam APasal 3 Aayat (1) APP 
No. 224 tahunA 1961 AtentangAPelaksanaan 
PembagianA Tanah Adan Pemberian Ganti 
                                                          
2Di dalam ALandreform AInternasional istilah ini disebut 
Aabsenteeisme. Lihat ABoedi AHarsono, Hukum AAgraria 
Indonesia; ASejarah, Pembentukan AUndang-Undang 
APokok Agraria AIsi dan APelaksanaannya, ADjambatan, 
Jakarta, 1999, Ahal.16. 
3Salah Asatu aspek Ahukum Apenting denganA 
diundangkannya AUUPA Aadalah dicanangkannya 
program lAandreformAyang Abertujuan untuk 
Amempertinggi Apenghasilan dan Ataraf Ahidup para 
petani Apenggarap Atanah, Asebagai Alandasan atau 
Aprasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan 
Aekonomi menuju Amasyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan APancasila. dan ASalah Asatu dari program 
Alandreform Aadalah pelarangan Apemilikan Atanah 
Asecara absentee/guntai, Ayang Aberpangkal Apada 
Adasar hukum APasal 10 AUUPA. Lihat AEffendi 
APerangin, Hukum AAgraria di AIndonesia, ASuatu 
Telaah Adari Sudut APandang APraktisi Hukum, 
AJakarta, CV.A Rajawali, 1986A hal. 122. 
KerugianA (telah Adiubah dan Aditambah Adengan 
PP No. 41 Atahun 1964), menyebutkan:  
pemilik Atanah yang Abertempat tinggal 
Adiluar Akecamatan Atempat letak tanahnya, 
Adalam jangka Awaktu 6 bulan Awajib 
mengalihkan hak atas Atanahnya Akepada orang 
Alain di Akecamatan Atempat letak tanah itu atau 
pindah Ake Akecamatan letakA tanah tersebut. 4 
PeraturanA tersebut AAmenunjukkan bahwa 
Apemilikan tanah secara absenteeAtidakA 
diperbolehkan dan melanggar asas. Larangan 
Auntuk memiliki tanah Asecara Aabsentee Aini 
bertujuan Asupaya Atanah pertanian yang Aberada 
diAkecamatan tersebut Adikelola Asendiri Aoleh 
AApetani yang berada Adi kecamatan Aletak tanah 
itu Asehingga, Ahasilnya pun Adapat maksimal. 
DanAjika dibiarkan AAseseorang atau Abadan 
Ahukum Amemiliki tanah secara Aabsentee akan 
menyebabkan Aketidakadilan Akarena Ayang 
bekerja bukan Apemilik tanah pertanian Atersebut. 
AInti pokok dari pengaturan seperti ini Aadalah 
larangan kepemilikan tanah Apertanian Aoleh 
orang Aatau badan hukum Ayang bertempat 
tinggal diluar Akecamatan tempat Aletak 
Atanahnya berada.AAkan tetapi larangan tersebut 
tidak berlaku Aterhadap Apemilik yang bertempat 
Atinggal di Akecamatan yang berbatasan Adengan 
AAkecamatan tempat Aletak tanah Ayang 
bersangkutan, asalkan jarak Aantara tempat 
tinggal Apemilik itu dan Atanahnya Amenurut 
pertimbangan pada waktu itu masih 
Amemungkinkan untuk Amengerjakan tanahnya 
secara Aefisien.  
Dalam Aundang-undang Aitu dijelaskan 
Abahwa Aseseorang Aapabila didapat Amenguasai 
Atanah (absentee) maka tanah Atersebut harus 
dilepaskan atau Asanksi yang Aakan 
AdikenakanAjika AkewajibanA diatas tidak 
dilaksanakan atau Abersangkutan Aakan Adiambil 
oleh Apemerintah untuk Akemudian didistribisikan 
dalam Arangka Alandreform. Dan kepadaAbekas 
pemiliknya diberikan Aganti . Akan Atetapi, bagi 
Apemilik tanahAAdapat Amenyelamatkan hak 
kepemilikannya Adari Adiambilnya Aoleh 
pemerintah Aantara lain Adengan Acara: 
                                                          
4Urip ASantoso, AHukum AAgraria Adan AHak-Hak AAtas 
ATanah, APrenada AMedia Group, Jakarta, 2005, Ahal. 
57. 
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1. Tanah Atersebut Adijual Akepada Amasyarakat 
Adisekitar Alokasi kecamatan Atersebut 
2. Ditukarkan Akepada penduduk Asetempat 
(yang Aberada diwilayah Atempat tanah 
Aberada) 
3. Salah Asatu Aanggota Akeluarganya pindah 
Atempat tinggal Adisekitar Atanah itu beradaA 
4. DiberikanA sukarelaA kepadaA penduduk 
setempatA (biasanya berupaA wakaf atau 
Ahibah) 
AFaktanya, Awalaupun larangan Aini masih 
Aberlaku Asampai dengan hari ini, kepemilikanA 
dan atau penguasaan tanahA pertanianA secara 
absenteeternyata banyak Adijumpai Adi berbagai 
Akecamatan di Kabupaten Kendal. Di 
KabupatenAsaat ini banyak Akepemilikan Atanah 
pertanian banyak yang dimiliki oleh orang Aatau 
badan Ahukum Ayang bukan Asaja AberadaA di 
luar Akecamatan, namun kadang luar Adaerah 
seperti AKota ASemarang dan bahkan ada pula 
yang berdomisili Aatau berpenduduk Aluar 
Apropinsi dan nampaknya Amenjadi 
trendAbelakangan ini. AHal ini tidak 
mengherankan, karena AKabupaten Kendal 
sebagai wilayah Apenopang Kota Semarang akhir-
akhir Aini Anampaknya menjadi destinasi Abagi 
kalangan pengusaha Auntuk Amenempatkan 
Aperusahaan, gudang dan pertokoan, sehingga 
Abanyak Alahan Apertanian Ayang beralih fungsi 
menjadi sentra industri. 
AArtinya, pemilik tanah Apertanian secara 
Aabsentee bukanlah Apara petani tetapi Aorang-
orang kota Ayang bukan Amerupakan penduduk 
setempat, Ayang mendapatkan AtanahAtersebut 
Amelalui jualAbeli, pewarisan atau Acara-cara 
lainnya, dan penggunaan tanahAitu bukan untuk 
diolah sebagaimana peruntukkan Atanahnya, 
namunAhanya sebagaiAsarana investasiAdan 
nantinya dijualAkembali setelahAmemiliki nilaiAjual 
Amelangit. TanahApertanianAmasih tetap 
Adijadikan obyek spekulasi 
yangAmengakibatkanAluas tanahApertanian 
semakin Aberkurang karena Adialih Afungsikan. 
AlihAfungsi Alahan seperti iniAkalau Ahanya 
melihat Adalam perspektif ekonomi 
tentunyaAbukanlahAproblem, 
namunAapabilaAdilihatAdalam kapasitasnya 
dalamApenegakan Ahukum pertanahanA di 
Indonesia Apastinya ini adalah Abagian daripada 
Apersoalan yang Acukup serius, palingAtidak 
mengancam tujuan daripada reformasiAagraria.5 
Belum lAagi apabila mengacu padaApasal 10 
AUUPA tersebutAdiatas, dimana Aada larangan 
untuk memiliki tanah AsecaraAabsentee atau 
guntai maka Apersoalan akan menjadi kian 
Akomplek. 
BerdasarkanAuraian latarAbelakang diAatas, 
makaAdapatlah dirumuskanAbeberapa 
permasalahanAsebagai berikut : 
BagaimanaAkonsep peralihanAhak atas 
tanahAabsentee karenaAyang domisiliAahli 
warisnyaAberada di luarAwilayah kecamatan? 
BagaimanaAperlindungan hukumAbagi ahli 
warisApemilikAhak atas tanahAabsentee yang 
bertempatAtinggal di luarAkecamatan? 
 
METODE PENULISANA 
MetodeApenulisan merupakanAhal yang 
pentingAdalam kegiatanA penelitian, 
untukAmendapatkan dataAkemudian 
menyusun,Amengolah, dan menganalisisnya. 
Dalam Akaitan ini Ajenis penelitian Ayang 
digunakan adalah penelitian Ahukum Aempiris. 
Penelitian Ahukum empiris Amerupakan penelitian 
yang Apada Aawalnya meneliti Atentang data 
Asekunder untuk kemudian dilanjutkan Adengan 
Apenelitian terhadap Adata primer Adi lapangan. 
Ciri Autama penelitian hukum Aempiris ini adalah 
Asuatu penelitian yang beranjak Adari adanya 
Akesenjangan antar Adas sollen dengan dAas sein 
yaitu Akesenjangan antara teori dan Adunia realita. 
Adapun Aspesifikasi penelitian ini Amasuk dalam 
kategorisasi Apenelitian yang Adilaksanakan dalam 
Apenelitian deskriptif.6 Sifat 
                                                          
5Menurut AFauzi terdapat 4 A(empat) tipe lAandreform 
Aberdasarkan aktor Autama APenggeraknya, yaitu, (i) 
AMarket-Led ALandreform, (ii) State-Led ALandreform, 
(iii) APeasant-Led Landreform, Adan (iv) Pro-Poor 
ALandreform. Lihat Noer AFauzi, Bersaksi AUntuk 
Pembaharuan AAgraria,  AInsist Press, AYogyakarta, 
A2003, AHal.  
6Adeskriptif, yang Abertujuan untuk Amenggambarkan 
Asecara tepat Asifat-sifat individu, keadaan, Agejala atau 
suatu Akelompok menentukan Aada tidaknya 
Ahubungan antara suatu gejala lainnya Adalam 




yangAdimaksudkan untuk memberikan Adata yang 
setelitiAmungkin terkaitAdengan manusiaA suatu 
keadaan dan gejala-gejala lainnya. 
MetodeApengumpulan data dalam 
Apenelitian iniAdilakukan Adengan 
observasiA(pengamatan), AnterviewA 
(wawancara), Akuesioner  (angket) dan 
dokumentasi. Adapun teknik analisa Ayang 
digunakan ialah Ametode deskriptif kualitatif. Di 
dalam Apenelitian ini, alat Apengumpulan data 
Ayang dipergunakan mencakup Astudi 
kepustakaanA serta Awawancara (interview), studi 
pustaka,dan observasi Alapangan. Untuk 
mendapatkan Ahasil yang semaksimal mungkin, 
ketiga jenis alat Apengumpulan akan 
diAgabungkan, dimana masing-masingAakan 
menguatkanAyang lainnya.APengamatan Aatau 
observasi digunakan untukAmencatat 
atauAmendeskripsikanAperilaku (hukum) Ayang 
terjadi di masyarakat, adapunAwawancara 
dilakukanAdengan tmemperoleh dataA mengenai 
persepsiA responden yangA memiliki keahlianA dan 
atau mereka Ayang terkait dengan objek.  
 
PEMBAHASANA 
Konsep APeralihan hak atas Atanah 
absentee Akarena Ayang domisili ahli 
warisnyaA berada di luar Awilayah 
kecamatan  
Kata Aabsentee berasal dari Akata latin 
“absentee”atau “absentis”, yang berarti Atidak 
hadir. Dalam kamus ABahasa Inggris Akarangan 
JohnA M. AEchlos dan Hasan Sadily, kata 
Aabsenteediartikan Asebagai yangA tidak ada atau 
tidak hadir di tempatnya,  atau disebut juga 
Adengan istilah Alandlord, yaitu Apemilik tanah 
                                                                                           
masyarakat. ADalam penelitian Aini teori-teori, 
Aketentuan peraturan, norma-normaAhukum, Akarya 
tulis Ayang dimuat, Abaik dalam literatur Amaupun 
Ajurnal, doktrin serta laporan Apenelitian terdahulu 
Asudah Amulai ada, bahkan Ajumlahnya cukup 
memadai, sehingga Adalam penelitian Aini hipotesis 
Atidak mutlak harus Adiperlukan, atau dengan kata lain 
hipotesis Aboleh ada boleh Atidak. Lihat. AAmirudin dan 
Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian AHukum, 
RajaGrafindo APersada, 2010 AJakarta, hal. 25 
 
bukan Apenduduk daerah itu, Atuan tanah yang 
bertempat tAinggal Adi lain tempat.7 
PemilikanA tanah pertanian secara 
AAabsentee atau di dalamAbahasa Sunda “guntai” 
Amemiliki pengertian, Apemilikan tanah 
ApertanianA yangAletaknya di luar tempat tinggal 
yang Aempunya. ASedangkan dalam Pasal 3 ayat 
(1) PP No 224 Tahun 1961 
tentangAPelaksanaanAPembagian Tanah 
danAPemberian Ganti Kerugian (telah diubahAdan 
ditambahAdenganAPP ANo. 41 Tahun 1964)Ayang 
disebutkanAsebagai berikut:  
“pemilik tanah Apertanian yang Abertempat 
tinggal Adi luarAkecamatan tempat 
letakAtanahnya,Adalam jangka waktu 
6Abulan wajibAmengalihkan hak atas 
Aanahnya kepada orang lain diAkecamatan 
tempat Aetak tanah itu atau pindah 
keAkecamatan letak tanahA tersebut”.8 
Dari penjelasan ini menunjukkanA bahwa 
pemilikanAtanah pertaniaA secara absentee 
menurutAPeraturanAPerundang-undangan Aidak 
diperbolehkan, karena padaAprinsipnya 
melanggarAasas dalamAPasal 10 UUPAAyang 
mengaturAbahwa setiapAorang danAbadan hukum 
yangAmempunyaiAsesuatu hak atasAtanah 
pertanian pada asasnyaAdiwajibkan 
mengerjakanAatau mengusahakannyaAsendiri 
secara aktif, dengan mencegahAcara-cara 
pemerasan. 
PadaAumumnya tanah-tanah 
pertanianAletaknya adalahAdi desa,Asedang 
mereka yang memiliki tanahAsecara 
absenteeAumumnya bertempatAtinggal di kota. 
Orang yangAtinggal di kota memiliki 
tanahApertanian di desaAtentunya tidak sejalan 
denganAprinsip tanah pertanianAuntuk petani. 
OrangAyang tinggalAdi kota sudah jelas bukan 
bukanAtermasuk kategori petani.ATujuan 
melarangApemilikan tanah pertanian 
secaraAabsentee/guntaiAadalah agar hasil 
yangAdip petani yang tinggal di pedesaan,Abukan 
dinikmati oleh orangAkota yang tidak tinggal 
diAdesa.  
                                                          
7John M.AEchols danAHasan Sadily, Kamus AInggris-
Indonesia, AGramedia, AAJakarta, 1996, Ahal. 3 
8EffendiAPerangin,AOp.cit, hal. 122. 
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PemilikanAtanah pertanian secaraAabsentee 





sistemApenghisapan. Ini berartiAbahwa para 
petaniApenggarap tanah milik orang lain dengan 
sepenuhAtenaganya, tanggung jawabnya dan 
segalaAresikonya, tetapi hanya 
menerimaAsebagian dari hasil yangAdikelolanya. Di 
sisiAlain, pemilik tanah yangAberada jauh 
dariAletak tanah danAtidak mengerjakan 
tanahnyaAtanpa menanggungAsegala resikoAdan 
tanpa mengeluarkanAkeringatnya 
akanAmendapatkan bagianAlebih besar dariAhasil 
tanahnya. 
DenganAdemikian hal ini tidak 
sesuaiAdengan tujuan dariAreformasi agraria yang 
diselenggarakanAdi Indonesia yaitu 
untukAmempertinggi penghasilanAdan taraf hidup 
paraApetani penggarapAtanah danAsebagai 
landasan atauApersyaratan untuk 
menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju 
masyarakat yang adil danAmakmur 
berdasarkanAPancasila. 
SecaraAyuridis, dasar hukum 
mengenaiAlarangan pemilikanAtanah pertanian 
secaraAabsentee/guntai telah dituangkanAdalam 
Pasal 3APP No 224 TahunA1961 dan PP No 
41ATahun 1964 (tambahanAPasal 3a s/d 
3e).AKeduaAPeraturan Pemerintah iniAmerupakan 
aturan pelaksanaanAdari ketentuan yangAtertuang 
dalam Pasal 10AUUPA, yang bertujuan 
untukAmencegah terjadinyaAsistem pemerasan 
yang dilakukan terhadapAgolongan ekonomi 
lemah. 
Dalam PasalA10 UUPA telah dikemukakan 
Abahwa yang mempunyaiAtanah pertanian wajib 
mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiriAsecara aktif, sehingga kemudian 
diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan 
penguasaan tanah pertanian secara apa 
yangAdisebutAabsentee/guntai yaituApemilikan 
tanah yang letaknyaAdi luar wilayahAkecamatan 
tempat tinggalApemilik tanah.  
Pada pokoknyaAdilarang memiliki tanah 
diAluar kecamatan tempatAletaknya tanahnya. 
Larangan tersebut tidakAberlaku terhadap 
pemilikAyang bertempat tinggal di 
kecamatanAyang berbatasan dengan 
kecamatanAtempat letak tanah 
yangAbersangkutan, asal jarakAtempatApemilik itu 
danAtanahnya, masih memungkinkannya untuk 
mengerjakan tanah tersebut secara 
efisien.AMengingat bahwa tujuan ketentuanAPasal 
10 UUPAAini adalahAmenyangkut kepentingan 
umum, makaAsecara yuridis ketentuan 
dalamApasal ini termasukAketentuan-ketentuan 
hukum yangAmemaksa atau “AAdwingend recht”.  
JangkaAwaktu pemindahan hakAmilik atas 
tanah pertanianAyang dimaksud dalam pasal 
tersebutAperlu dibatasi agarApemilik tanahAyang 
bersangkutanAtidak mengulur-ulur waktuAdalam 
usahanya untukAmemindahkanAhak miliknya 
tersebut. Jika kewajibanAtersebut 
tidakAdilaksanakan atau terjadiApelanggaran 
terhadap laranganAtersebut maka tanah 
yangAbersangkutan akan diambil alih oleh 
Pemerintah untuk kemudahan diredistribusikan 
dalamArangka program landreform, danAkepada 
bekas pemilik diberikanAganti rugi menurut 
ketentuan yang berlaku.APemberian ganti rugi ini 
diaturAdalam Pasal 6 danAPasal 7 PP. 224 Tahun 
1961.  
JadiAsiapapun dalam hubunganAdengan 
masalahApemilikan tanah absentee/guntaiA 
harusAtunduk kepada PeraturanAPemerintah 
tersebut. Selain daripada itu dalamAPasal 19 
Peraturan PemerintahANo 224ATahun 1961 
ditetapkanAsanksi pidana kepadaApemilik tanah 
yangAmenolak atau dengan sengajaAmenghalang-
halangi pengambilanAtanah olehApemerintah dan 
pembagiannya.  
Yang terjadiAdalam praktik adalahAbahwa 
ada sebidangAtanah pertanian yang dimiliki 
olehAseseorang dalamAkenyataannya sudahAtidak 
dikuasainyaAlagi karena telahAberalih secara diam-
diamAke tangan orangAlain yang berdomisili 
diluarAkecamatan letak tanahAtersebut. 
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PenguasaanAtanah secaraAabsenteeini pada 
umumnyaAdiketahui olehAmasyarakatAsekitar.9 
HalAitu dapat terjadi melaluiAdua cara, yakni 
dengan caraAmemiliki KTP ganda yang 
memungkinkanAseseorang menyelundupiA 
ketentuan tentang tanah absenteedan melalui 
upayaA pemindahan hak terselubung yang dikenal 
dengan cara pemberianA kuasa mutlak. MelaluiA 
kuasa mutlak, maka pemberi kuasa (sebenarnya 
penjual) memberikan kuasa yang tidak dapat 
ditarik kembali kepada penerima kuasa 
(sebenarnya pembeli) Ayang diberi wewenang 
Auntuk menguasai,  menggunakan, dan melakukan 
Asegala perbuatan hukum Apemindahan hak atas 
tanah Ayang menjadi obyek pemberian Akuasa, 
sehingga Apada hakekatnya merupakan perbuatan 
hukumA pemindahan hakA atas tanah. Hal ini jelas 
merupakanA penyelundupanA hukum, karena 
dimaksudkanA untuk melanggar ketentuan 
peraturanA perundangA-undangan.  
GejalaA yang tampak adalahA bahwa di satuA 
pihak pemilik semulaA yang menggantungkan 
hidupnyaA pada produk pertanianA justru 
terdepakA dari tanahnyaA karena kebutuhanA 
akan uang, dan diA pihak lainA ada orang yang 
mempunyai kelebihanA modal yang 
menginginkanA penumpukan tanahA sebagai 
sarana investasi. Maka yang terjadi adalah gejalaA 
menjadi buruhA di atas tanah “miliknya” Asendiri. 
SebagaimanaA telah dijelaskanA di atas, 
bahwaA meskipun pemilikanA tanah perta 
pengamatan penulis di lapangan, banyakA 
dijumpai adanyaA pemilikan tanah pertanianA 
secara absenteedi KabupatenA KendalA di 
KecamatanA Brangsong, Weleri MaupunA Kota 
KendalA sendiri. Hal iniA dapat ditunjukkan pada 
bukti tempat tinggal atau domisili pemilik tersebut 
adalah di luar kecamatan tetapi 
padaAkenyataannya memiliki tanahApertanian di 
kecamatanAtersebut. BerdasarkanAdata yang 
penulisAperoleh dariAKecamatan 
Brangsong,Adapat diperolehAdata atas pemilikan 
tanahAabsentee/guntaiAsebagai berikut :  
PemilikanATanahAAbsenteediAKabupatenAK
endal 
                                                          
9MariaA S.W. Sumardjono, Kebijakan APertanahan, 
AntaraA Regulasi dan AImplementasi, APenerbit Buku 





BrangsongA 36 41 Ha 
Kota 
KendalA 
28 17 Ha 
WeleriA  42 52 Ha 
 
PerlindunganAhukum bagi ahliAwaris 
pemilikAhak atas tanahAabsentee yang 
bertempat tinggal di luarAkecamatan 
Dalam konsepAhukum, hubunganAantara 
orang denganAbendaAmerupakan hubungan 
yangAdisebut denganAhak. MaknaAdari 
sebutanAitu adalahAhak kepemilikanAatas suatu 
benda,Adisebut hakAmilik atasAbenda itu, atau 
dikenal sebagaiAproperty right.  ADalam konsep 
hukum, hakAdapat dibedakan menjadi hak 
perorangan dan hakAkebendaan. Sedangkan 
benda dalamAkonsep hukum, tidak hanya 
dapatAberupa bendaAberwujud nyataAseperti 
mobilAdan rumah yang disebut Atangible things, 
tetapi jugaAbenda lainnya Ayang tidak Aberwujud 
seperti hak paten, hak cipta, dan Asebagainya 
yang disebut intangible things. Lebih lanjut 
dikemukakan, Abahwa milik atau kepemilikan 
Abukan hanya sekedar hubungan antara 
sAeseorang atau Badan AHukum yang Adisebut 
subyek hukum dengan benda yang secara Ahukum 
dapat dikuasai, tetapi bagi subyek hukum Ayang 
bersangkutan memiliki Akonsekuensi adanya Ahak 
yang disebut Asebagai kepemilikan atas Abenda 
tersebut.  
MenurutA SatjiptoA Rahardjo, pemilikanA 
mempunyai sosok hukumA yang lebih jelas dan 
pasti, dibandingA dengan penguasaan. PemilikanA 
menunjukkan hubunganA antara seseorang 
denganA obyek yang menjadi sasaraAnA 
pemilikan. Namun berbedaA dengan penguasaan 
yangA lebih bersifat faktual, Amaka 
pemilikanAterdiri dari suatu kompleksAhak-hak, 
yang kesemuanyaAdapat digolongkan keAdalam 
ius in rem,Akarena pemilikanAberlaku 
terhadapAsemua orang. Hal ini berbedaAdengan 
ius personam yangAhanya berlakuAterhadap 
orang-orangAtertentu.  
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DenganAmengutip pendapatAFitzgerald, 
SatjiptoARahardjo memaparkanAciri-ciri dari hak-
hak yangAtermasuk pemilikan,Asebagai berikut: 
(1) Pemilik Amempunyai hakAuntuk memiliki 
barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau 
menguasai Abarang tersebut, Aoleh karena 
Abarang itu mungkin telah direbut Adari 
padanya oleh Aorang lain. Sekalipun demikian, 
hak atas Abarang itu tetap ada Apada 
pemegang hak semula; 
(2) Pemilik biasanya Amempunyai hak untuk 
Amenggunakan dan Amenikmati barang yang 
dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan 
Akemerdekaan bagi pemilik Auntuk berbuat 
Aterhadap barangnya; 
(3) Pemilik Amempunyai hak Auntuk 
menghabiskan, Amerusak atau mengalihkan 
barangnya. Pada Aorang yang Amenguasai 
suatu Abarang, hak untuk mengalihkan itu tidak 
ada padanya Akarena adanya asas memo dat 
quod Anonhabet. Si penguasa Atidak 
mempunyai Ahak dan karenanya juga tidak 
dapat Amelakukan pengalihan hak kepadaA 
orang lain; 
(4) Pemilikan Amempunyai ciri tidak mengenal 
Ajangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakan 
Apemilikan dengan penguasaan, oleh Akarena 
yang disebut terakhir, terbuka untuk 
Apenentuan statusnya lebih lanjut di kemudian 
hari. APemilikan secara Ateoritis berlaku 
selamanya. 
(5) Pemilikan Amempunyai ciri yang bersifat sisa. 
ASeorang pemilik tanah bisa menyewakan 
tanahnya kepada  , memberikan hak untuk 
Amelintasi tanahnya kepada B dan kepada C 
memberikan hak yang lain lagi, sedang ia tetap 
Amemiliki hak Aatas tanah itu yang terdiri dari 
sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada 
mereka itu. ADibandingkan dengan pemilik hak 
untuk Amelintasi tanah itu, maka hak dari 
pemilik Abersifat tidak terbatas. Kita akan 
Amengatakan, Abahwa hak yang pertama 
bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli 
Adan keadaan iAni disebut sebagai i in re linea.  
Serupa Adengan pendapat tersebut Adi atas, 
menurut ALili Rasjidi, AHak Milik adalah hubungan 
Aantara seseorang dengan Asuatu bendaA yang 
membentuk hak Apemilikan terhadap Abenda 
tersebut. Hak iniA merupakan suatu himpunan 
hak-hak yang kesemuanya Amerupakan hak-hak in 
rem, yang terdiri dari: 
1) Hak Milik untuk Asesuatu. PemilikA berhak 
untukA memiliki benda yang dimilikinya. 
ABenda ini barangkali telahA dicuri, Adiberikan 
kepada seseorang untuk sementara AWaktu 
atas dasar Apinjaman, Adigadaikan, dan lain-
lain. Bagaimanapun, pemilik dapat Amenguasai 
kembali bendanya dalam hal Ahubungan 
tersebut di atas Atelah selesai. Dalam beberapa 
kasus Atertentu, pemilik dapat Amengajukan 
Atuntutan atau gugatan untuk mengembalikan 
Abarang miliknya; 
2) Hak untuk Amenggunakan Adan menikmati. 
Pada dasarnya pemilik dapat menggunakan dan 
menikmati barang Amiliknya sesuka hati; 
3) Hak untuk memakai, Amengasingkan, bahkan 
membinasakan; 
4) Waktu yang tak terbatas. Pemilikan iAni tak 
terbatas waktunya; 
5) Pemilikan mempunyai Asifat sisa. Bahwa 
walaupun Ahak penguasaan telah diserahkan 
kepada pihak lain karena kontrak sewa 
misalnya, maka hak-hak yang tersisa Aterhadap 
benda tersebut tetap Amelekat pada pemilik.  
Pemilikan Amempunyai arti Atersendiri, dalam 
Ahubungannya Adengan kehidupan Amasyarakat 
tempat ia Aditerima sebagai suatu konsep 
Ahukum. Dalam artinya yang demikian itu, 
Apemilikan dibicarakan Adalam konteks sosial, dan 
bukan dalam kategori Ayuridis. Dalam konteks 
sosial, Apemilikan bisa merupakan Aindeks, tidak 
hanya bagi tingkat Akesejahteraan dariA 
pemiliknya, tetapi juga Abagi kedudukanA 
sosialnya.  
Fungsi Asosial pemilikan Ajuga terlihat Adalam 
hubungannya Adengan penggunaannya untuk 
Amenyampaikan ide-ide politik Adan sosial pada 
ASebuah Kajian Normatif untuk AKeadilan bagi 
Masyarakat Azamannya. Dengan Ademikian, 
pemilikan lalu Amenjadi lambang dari 
Akemenangan atau dominasi Apemikiran sosial dan 
politikA pada suatu saat. Pada suatu Asaat 
pemilikan dapat Abersifat sangat individualistis, 
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dan pada saat yang Alain bisa berubah menjadi 
Akonsep yang Abersifat sosialis, dan Asebagainya.   
Dalam Ahubungannya dengan AHak Milik atas 
Atanah, maka Aada satu proses yang harus dilalui, 
Ayaitu proses penguasaan. AProses itu dalam 
Hukum Barat dikenal sebagai Apossession, yang 
berbeda makna Adengan ownership. Syarat lain 
bagi possession Aadalah adanya niat Aatau adanya 
maksud untuk memiliki dengan itikad baik. Niat 
Auntuk memiliki dikaitkan dengan Awaktu dan 
bukti lainnya. Maka dengan demikian, Ahak 
menguasai itu harus Adidahului dengan Atindakan 
pendudukan/menduduki untuk memperoleh 
penguasaan itu, dan dengan Abatas waktu 
tertentu akan menjadi hak milik. 
Chambers Amengemukakan bahwa; “to have 
Apossession Aof a thing, a person must Acontrol 
that thing an intend toA posses it. Both are 
Arequired”. Dengan demikian yang Adimaksud 
dengan Apossession adalah pAenguasaan fisik 
melalui pendudukan dan disertai dengan adanya 
niat untuk memiliki. Hal itu akan lebih jelas apabila 
Adibandingkan dengan pengertianA ownership. 
Pengertian ownership dalam bahasa AIndonesia 
dapat diartikan sebagai kepunyaan atau 
kepemilikan atas suatu benda. AOwnership 
termasuk di dalamnya hak untuk menguasai 
bendanya secara nyata, atau seseorang yang 
mempunyai suatu benda, namun belum tentu 
menguasai secara fisik. Dalam hal benda tidak 
berwujud, maka seseorang menguasai bendanya 
namun tidak menguasai Asecara nyata. Misalnya 
hak Apaten dan hak cipta. Demikian pula halnya 
seseorang mempunyai benda berwujud, Anamun 
belum tentu orang yang dimaksud menguasai 
benda tersebut, misalnya menyewakan sebuah 
Atanah atau rumah.  
Secara tegas Aperbedaan Apossession Adalam 
Aarti penguasaan fisik dengan ownership Adalam 
Aarti kepunyaan atau Akepemilikan adalah bahwa 
penguasaan melibatkan pendudukan Asecara fisik, 
adanya niat untuk menguasai, yang dapat 
diperoleh tanpa alas hak. Sedangkan pemilikan 
harus dibuktikan sebagai hak mutlak dan 
Aperpindahan pemilikan harus Adilakukan dengan 
hak, tidak sekedar serah Aterima penguasaan. 
Oleh karena itu,Adapat dinilai bahwa penguasaan 
merupakan cikal bakal adanya pemilikan, 
sedangkanA arti milik itu sendiriA melekat 
padaAAadanya hak, sehingga Adibedakan adanya 
istilah private property untuk Amenunjukkan milik 
Apribadi dan ApublicAproperty 
untukAAmenunjukkan milikAnegara atau 
milikAAumum. 
PendaftaranA tanah untuk Apertama kali 
Aadalah kegiatanA pendaftaran yang dilakukan 
terhadapA objek pendaftaran Atanah yang belumA 
didaftar berdasarkan Peraturan APemerintah No. 
10 ATahun 1961 dan APeraturan Pemerintah No. 
A24 Tahun 1997. Objek dari Apendaftaran tanah 
Auntuk Apertama kali adalah tanah negara Adan 
tanah bekas hak Amilik adat. 
Kegiatan Apendaftaran Atanah untuk pertama 
Akalinya meliputi: 
a. PengumpulanA dan pengolahanA data fisik; 
b. Pengumpulan dan Apengolahan data Ayuridis 
sefta Apembukuan haknya; 
c. Penerbitan Aseflifikat; 
d. Penyimpanan Adaftar umum dan Adokumen.  
Pendaftaran tanah Asecara sporadik adalah 
Akegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
mengenai Asatu atau beberapa objek 
Apendaftaran tanah dalam wilayah atau Abagian 
Awilayah suatu desa/kelurahan Asecara individu 
atau massal. Pendaftaran tanah secara Asporadik 
dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, yaitu pihak Ayang behak atas 
objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau 
Akuasanya.  
Dalam Pasal 23 APeraturan Pemerintah 
ANomor 24 ATahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (selanjutnya Adisingkat PP ANo. 24/1997), 
menetentukan bahwa untuk keperluan 
Apendaftaran: 
a. Hak atas Atanah baru Adibuktikan Adengan :  
1) penetapanApemberian hak dari Pejabat 
Ayang Aber-wenang memberikan hak 
Ayang bersangkutan Amenurut ketentuan 
yang berlaku apabila Apemberian Ahak ter-
sebut berasal dari Atanah Negara atau 
tanahA hak penge-lolaan;  
2) asli akta PPAT yang memuat Apemberian 
hak tersebut oleh Apemegang hak Amilik 
kepada penerima Ahak yang bersangkutan 
apabila mengenaiA hak guna bangunan dan 
Ahak pakai atasA tanah hak milik;  
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b. Hak Apengelolaan dibuktikan dengan 
Apenetapan Apemberian hak pengelolaan oleh 
APejabat yang Aberwenang;  
c. Tanah Awakaf dAibuktikan dengan akta Aikrar 
wakaf;  
d. Hak milik atas satuan rumah susunA 
dibuktikan dengan Aakta pemisahan;  
e. PemberianA hak Atanggungan dibuktikan 
dengan Aakta pemberian Ahak tanggungan. 
Dalam Ahal pemilihan bukti Atertulis tersebut 
Atidak lengkap,  maka dapat dilakukan Adengan 
Aketerangan saksi dan/atau pernyataan Apemilik 
tanah Ayang dipercaya Akebenarannya menurut 
Apendapat Ajudikasi/Kepala Kantor APertanahan, 
Ademikian dijelaskan lebih lanjut dalam 
APenjelasan Pasal 24 Aayat (1) APP No. 24/ 1997 
tentang APendaftaran Tanah. 
Dalam APasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997 
diatur Apembukuan hak Adalam hal tidak atau 
tidak lagi tersedia secara Alengkap alat-alat 
pembuktian Apemilikan yang tertulis, keterangan 
Asaksi ataupun pernyataan yang bersangkutan 
yang dapat dipercaya Akebenarannya Amengenai 
kepemilikan tanah yang bersangkutan, 
sebagaimana Ayang disebut dalam ayat (1) Adi 
atas. Dalam hal yang demikian, pembukuan 
haknya dapat dilakukan Atidak didasarkan pada 
bukti pemilikan, melainkan padaA bukti 
penguasaan Afisik tanahnya oleh Apemohon 
pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya 
selama 20 Atahun atau lebih secara Aberturut 
turut. 
Dalam APenjelasan Pasal 24 Aayat (2) PP No. 
24/1997, dirinci syarat-syarat yang harus 
Adipenuhi bagi Apembukuan hak yang 
bersangkutan, yaitu: 
a. Bahwa Apenguasaan dan Apenggunaan tanah 
yang Abersangkutan dilakukan secara AAnyata 
dan dengan iAtikad baik selama 20 tahun atau 
lebih secara Aberturut-turut;  
b. Bahwa Akenyataan penguasaanA dan 
penggunaan Atanah tersebut selama itu tidak 
Adiganggu Agugat dan karena itu Adianggap 
diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Ahukum 
adat atau Adesa/kelurahan Ayang 
bersangkutan;  
c. Bahwa hal-hal Atersebut Adiperkuat oleh 
kesaksian Aorang-orang yang dapat dipercaya;  
d. Bahwa telah diberikan Akesempatan kepada 
pihak Alain untuk mengajukan Akeberatan 
Amelalui pengumuman Asebagaimana 
dimaksud Pasal 26;  
e. Bahwa telah diadakan Apenelitian juga 
mengenai Akebenaran Ahal-hal yang 
Adisebutkan Adi atas;  
f. Bahwa Aakhirnya Akesimpulan mengenai 
Astatus tanah dan Apemegang haknya 
dituangkan dalam Akeputusan berupa 
Apengakuan hak yang bersangkutan oleh 
APanitia Ajudikasi dalam Apendaftaran tanah 
secara sistematik dan oleh AKepala Kantor 
Pertanahan Adalam pen-daftaran tanah secara 
Asporadik. 
 
Sertifikat Asebagai surat tanda bukti Ahak, 
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
Abersangkutan sesuai Adengan data fisik yang ada 
dalam surat ukur dan data Ayuridis yang telah 
Adidafiar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat 
adalah Ahak pemegang Ahak atas tanah, yang 
dijamin Aundang-undang. 
Penerbitan Asertifikat dimaksudkan agar 
Apemegang hak Adapat dengan mudah 
Amembuktikan haknya. Oleh Akarena itu, sertifikat 
merupakan alat pembuktian Ayang kuat, 
sebagaimana Adinyatakan Adalam Pasal 19 UUPA. 
Sehubungan Adengan itu apabila masih Aada 
ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang 
bersangkutan, Ayang tercatat dari Amasih adanya 
Acatatan dalam pembukuannya, pada Aprinsipnya 
sertifikat Abelum dapat diterbitkan. Namun apabila 
catatan itu hanya Amengenai Adata fisik yang 
Abelum lengkap, Atetapi tidak disengketakan, 
Asertifikat dapat diterbitkan.  
Pendaftaran Aperalihan hak Akarena 
pewarisanA diwajibkan Adalam rangka memberi 
perlindunganA hukum kepada Apara ahli waris dan 
Ademi ketertiban tata usaha Apendaftaran Atanah, 
agar data Ayang tersimpan Adan Adisajikan selalu 
menunjukkan Akeadaan yang Amutakhir. Berbeda 
Adengan ketentuan APeraturan Pemerintah ANo. 
10 Tahun 1961, tidak Aditetapkan jangka Waktu 
Adilakukan pendaftarannya. ASebaliknya, ada 
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Aketentuan dalam Pasal 61 Aayat (3) yang 
membebaskan Apendaftaran peralihan haknya dari 
Apembayaran biaya Apendaftaran, Abilamana 





Berdasarkan Apada Apembahasan diatas, 
Amaka dalam Apenulisan Aini dapat disimpulkan 
Abahwa: 
a. Kepemilikan Ahak atas tanah Aabsentee karena 
Awaris menerbitkan hak bagi ahli waris untuk 
Amemperoleh Ahak atas tanah Aabsentee 
tersebut, dan agar Aperalihan Atanah 
Aabsentee Atersebut memperoleh Akepastian 
hikum, maka ahli Awaris tersebut membuat 
surat keterangan ahli Awaris yang dikuatkan 
oleh pejabat yang berwenang dan mengurus 
proses balik nama sertifikat Atanah di kantor 
ABadan Pertanahan ANasional. DenganA 
demikian diketahui Atanah absentee dapat 
Adiwariskan Akepada ahli waris.  
b. Perlindungan Ahukum Abagi ahli waris Apemilik 
hak Aatas Atanah absentee yang Abertempat 
Atinggal di Aluar kecamatan dapat terjadi 
apabila pewarisan Atelah sesuai dengan 
Aperaturan perundang-undangan, dalam 
Aartian AAbenar-benar Asebagai ahli waris dari 
pemilik tanah Aabsentee dan ahli waris yangA 
bertempat tinggal di luar kecamatan tersebut 
Amenggarap sendiri tanah pertaniannya,`(Pasal 
10 AUUPA, setiap orang Adan badan hukum 
yang Amempunyai sesuatu hak atas tanah 
pertanian pada Aasasnya diwajibkan 
Amengerjakan atau mengusahakannya Asendiri 
secara aktif, Adengan mencegah cara-cara 
pemerasan adapun Acara-cara pemerasan 
Atersebut telah Aditentukan dalam Pasal 53 
AUUPA yaitu hak gadai, hak usahaA bagi hasil, 
hak menumpang, Adan hak sewa Atanah 
pertanian, dengan demikianA apabila ahli waris 
dari Apewaris yang Amemiliki Atanah absentee 
bertindakA melakukan Acara-cara pemerasan 
yang Ademikian Amaka ahli Awaris tersebut 
tidak Amendapat perlindungan AAhukum). 
SaranA 
ABerdasarkan Akesimpulan tersebut Adi 
Aatas, maka ada Adua saran Ayang muncul 
Asebagai Ausaha untuk Amelakukan perbaikan :  
a. Perlu Aadanya peran Aaktif dari AKantor Badan 
APertanahan Nasional untuk aktif melakukan 
Apendataan dan Amembantu pendaftaran atas 
kepmilikan Atanah Aabsentee Asehingga 
tanahA absentee tersebut dapat secaraA 
optimal Adigunakan. 
b. Dalam Amelaksanakan program Alandform, 
Apemerintah perlu secara aktif melaksanakan 
AUndang-Undang ANomor 56 APrp Tahun 1960 
tentang APenetapan ALuas Tanah APertanian, 
Adan Undang-Undang Nomor 2 Tahun A1960 
tentang APerjanjian Bagi Hasil Asehingga tanah 
absentee dapat Asecara optimal Adigunakan 
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